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   MOTTO 
 
                       
                           
                        
Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya 
jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga 
dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. 
Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu 
(menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara 
menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang 
zalim.(QS Al-Maidah:45) 
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doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa yang terucap dari orang tua. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
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م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لرح Haula 
 
x 
 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
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tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. انّبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
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permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 حم ام وملوسرلاإ د  Wa ma> Muhammdun illa> rasu>l 
 نيملاعلا بر للهدمحلا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
 Galih Gagat Bhinukho, NIM: 142131015, “HUKUMAN MATI DALAM 
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”. 
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pandangan Hukum Islam 
dan Hukum Positif tentang hukuman mati namun dalam penelitian ini lebih 
terfokus dalam pandangan serta persamaan dan perbedaan dari perspektif kedua 
Hukum tersebut. 
 Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library research), yang 
dimana data yang dihimpun melalui beberapa kitab Al-Quran, hadis, ijtihad dan 
buku mengenai hukum Islam, undang-undang, media massa serta artikel-artikel 
dan jurnal. 
 Maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Islam mengakui 
eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam Qishash (tindak pidana) 
qishas, hudud dan ta’zir dan Negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada 
pelaku kejahatan tertentu dan dalam hukum positif di Indonesia hukuman mati 
diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai 
dengan politik hukum di Indonesia hukuman mati tetap masih diterapkan, 
hukuman mati dalam hukum Islam dan hukum positif sama-sama mengatur 
mengenai sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pencabutan hak-hak 
tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim, uang 
ganti kerugian, mengatur pidana pokok, pidana pengganti, dan pidana tambahan 
serta sama sama mempunyai delik-delik tertentu. Dari segi perbedaan hukuman 
mati menurut hukum Islam dan hukum positif memliki perbedaan dalam tata cara 
pelaksanaan eksekusi hukuman mati.  
 
Kata kunci: Hukum Islam, Hukuman Mati, KUHP 
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ABSTRACT 
 Galih Gagat Bhinukho, NIM: 142131015, “HUKUMAN MATI DALAM 
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”. 
 This study discusses how the views of Islamic Law and Positive Law on the 
death penalty, but in this study focused more on the views and similarities and 
differences from the perspective of the two Laws. 
 This research is library research, which is data collected through several 
Al-Quran, hadisth, ijtihad and books on Islamic law, laws, mass media and 
articles and journals. 
 So in this study it can be concluded that Islam recognizes the existence of 
the death penalty and enforces it in Qishash (criminal act) qishas, hudud and 
ta’zir and the State may carry out the death penalty for certain criminals and in 
positive law in Indonesia the death penalty is regulated in article 10 of the Book 
The Criminal Code (KUHP) in accordance with the legal politics in Indonesia, 
the death penalty is still applied, capital punishment in Islamic law and positive 
law are equally regulated regarding capital punishment, imprisonment, criminal 
penalties, revocation of certain rights, deprivation certain goods, announcements 
of judges' decisions, compensation, arranging principal crimes, substitute 
criminal penalties, and additional criminal penalties and similarly having certain 
offenses. In terms of differences in capital punishment according to Islamic law 
and positive law, there is a difference in the procedure for execution of the death 
penalty. 
 
Keywords: Islamic Law, Death Penalty, Criminal Code 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Konsistensi penerapan hukuman mati di dunia selalu saja menjadi hal 
yang kontroversial, baik di kalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan 
maupun masyarakat sendiri. Karena dirasa melanggar hak yang paling 
mendasar bagi manusia yaitu hak untuk hidup dan memperbaiki 
kehidupannya. Hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat 
dibandingkan dengan pidana lainnya, karena dengan pidana mati terenggut 
nyawa manusia untuk mempertahankan hidupnya.
1
 
Dalam hukum positif Indonesia, kita mengenal adanya hukuman mati 
atau pidana mati. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab II 
mengenai pidana, pasal 10 dinyatakan mengenai macam-macam pidana, yaitu 
terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati termasuk jenis 
pidana pokok yang menempati urutan yang pertama.
2
 Pidana mati adalah 
pidana yang terberat dari semua pidana, yang hanya diancamkan kepada 
kejahatan yang kejam. Pidana mati dianggap pidana yang paling tua, setua 
                                                             
  
1
  Komariah Emong SuparDjaja, “Permasalahan Pidana Mati di Indonesia,” dalam Jurnal 
Legislasi indonesia, Vol 4, No. 4 Desember 2007, hlm. 19. 
  
2
  Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 
hlm. 25. 
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umur manusia, sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap 
penggunannya.
3
 
Pelaksanaan pidana mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan 
yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi Negara-negara 
yang beradab. Hal ini didasari bahwa penerapan pidana mati tidak sesuai 
dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu 
menjunjung tinggi rasa perikemanusiaan yang adil dan beradab. Namun 
demikian dalam kenyataannya, penerapan pidana mati apapun alasan dan 
logikanya tetap dilaksanakan di Indonesia dari berbagai kasus tindak pidana 
yang ada.
4
 
Timbulnya kontrofersi mengenai pidana mati juga diperdebatkan 
akibat adanya Amandemen Kedua Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) Undang-
Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan “Setiap 
orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 
kehidupannya”. Sehingga semua produk hukum yang masih mencantumkan 
pidana mati sebagai ancaman pidana harus diubah atau dibenahi. Dalam 
hukum pidana dikenal ada bermacam-macam penjatuhan sanksi pidana, salah 
satu sanksi yang paling berat adalah pidana mati.
5
 
Pidana mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku 
kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan 
                                                             
  
3
Diah Gustiani, dkk., Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan Di 
Indonesia,(Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013), hlm. 43. 
  
4
  M. Zen Abdullah, Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah Dalam Kontek Hak 
Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi. 2009. hlm. 61. 
  
5
  Ibid. 
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yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi kejahatan yang sangat serius. 
Pidana mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan 
hukuman yang umumnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang 
sedang menanti eksekusi. 
6
 
Pidana mati adalah pidana yang dijatuhkan hakim apabila kesalahan 
terdakwa telah memenuhi syarat pidana mati antara lain dalam kasus 
kejahatan terhadap keamanan Negara, pembunuhan dengan berencana, 
pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, 
pembajakan di laut, di pantai, dan di sungai. Ketentuan yang mengatur tentang 
pidana mati di Indonesia tertera dalam pasal 10 Kitab Undang Hukum Pidana 
(KUHP).
7
  
Pelaksanaan eksekusi pidana mati yang diberlakukan di Indonesia 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Penetapan Presiden 
(PNPS) Tahun 1964 dengan cara ditembak sampai mati dianggap sebagai 
suatu bentuk penyiksaan terhadap pidana. Meskipun mendapat berbagai 
tantangan dari sejumlah negara, Indonesia tetap mempertahankan pidana mati 
sebagai bentuk hukuman. Pidana mati masih masih diperlukan dalam konteks 
penerapan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan untuk mengantisipasinya 
                                                             
  
6
  Dr. Hj. Tina Asmarawati, Hukuman Mati dan permasalahannya di Indonesia, 
(Yogyakarta: Deepublish, 2013) hlm. 172. 
  
7
  Djoko Prokoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai 
Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini,  (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hlm.184. 
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kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih parah dan 
meluas. 
8
 
Dalam Islam juga dikenal adanya hukum pidana yang dikenal dengan 
qishash yang artinya pembalasan yang sepadan. Bila ia melakukan 
pembunuhan, maka ia akan di hukum mati, bila ia melukai anggota tubuh 
korbannya, maka ia akan mendapat pembalasan dengan dilukai anggota 
tubuhnya seperti luka yang diderita korbannya. Sayangnya selama ini banyak 
kalangan yang menganggap bahwa Hukum Pidana Islam adalah hukum yang 
kejam, tidak manusiawi dan tidak menghormati hak-hak atas manusia. Karena 
Hukum Pidana Islam hanya dipelajari secara parsial, belum menyeluruh 
sehingga menimbulkan persepsi bahwa qishash adalah hukum yang tidak 
berperikemanusiaan. Sikap pembelajaran yang demikian sudah saatnya 
ditinjau kembali dengan menempatkan semua sistem hukum yang ada sebagai 
sistem hukum yang sejajar dan sebanding untuk kemudian dipelajari dan 
seperlunya sampai diperoleh norma hukum yang sejalan dengan nilai 
kebenaran dan keadilan yang akan dapat memberikan sumbangan positif bagi 
perkembangan hukum di Indonesia.
9
 
Dalam pandangan Islam, pidana mati ditetapkan oleh syari’at Islam 
dengan dalil-dalil Allah SWT. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang 
perlu di pelajari secara seksama. Terutama menyangkut syarat-syarat 
                                                             
  
8
  Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata cara Pelaksanaan Pidana Mati yang 
dijatuhkan oleh pegadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. 
9
  M. Amin arifin, “Pidana Mati Menurut Hukum Nasional Dalam Hubungannya Dengan 
Hukum Islam”Junal Al-Ahkam, (Jakarta) Vol. 4 Nomor 3, 2016, hlm. 172. 
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pelaksanaannya, agar orang  tidak dengan mudah menjatuhkan putusan 
hukuman mati. Pidana mati yang dilakukan menurut ketentuan Islam yaitu 
tidak bertentangan  dengan  falsafah negara, jiwa dasar negara, dan dengan 
unsur-unsur Ketuhanan  yang Maha Esa, karena dalam syari’at Islam 
merupakan syari’at yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, 
pidana mati adalah pidana yang secara resmi perlu diadakan. Dasar eksistensi 
hukuman mati  dalam Islam terdapat dalam Al-Qur’an, yaitu adanya hukuman 
qisas berkenaan dengan orang-orang yang di bunuh (Q. S Al-Baqarah 2: 178) 
                            
                             
                           
          
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang 
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita 
dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan 
dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara 
yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada 
yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu 
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. 
6 
 
Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa 
yang sangat pedih.
10
 
Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi manusia 
(QS. Al-Baqarah 2: 179).  
                     
Artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 
bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
11
 
Negara melindungi agama dan penganut  agama, bahkan berusaha 
memasukkan ajaran agama dan hukum agama Islam dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Sebagaimana pernyataan Bapak Pendiri  Bangsa 
Republik Indonesia, Mohammad Hatta, aturan dalam Al-Qur’an dan hadist 
dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga umat  
Islam mempunyai sistem syari’at yang sesuai dengan kondisi Indonesia.12 
Pernyataan yang belum dijawab ialah mengenai tujuan penjatuhan 
pidana, belum ada yang memuaskan semua pihak. Ada yang berpendapat 
bahwa jika memang hanya untuk memperbaiki si penjahat, tentu tidak ada 
tempat lagi bagi pidana mati dan pidana seumur hidup. Perkembangan  
pemidanaan  hukuman  mati  di  Indonesia  sepatutnya  tidak terlepas  dari  
                                                             
10
  Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya,(Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1998), hlm 21. 
11
  Ibid, hlm 21. 
12
 Ichtijanto, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam 
Rachmat Djatniko et. al. Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukkan, cetakan  
ke- 2 (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991), hlm.16- 17. 
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stuktur sosial-budaya masyarakat, yang menyangkut perasaan keadilan. 
Perasaan  keadilan  masyarakat  hidup  dan  berkembang  mengikuti kemajuan 
ilmu pengetahuan dan tekhnologi, di selaraskan dengan pola pandangan 
kebijakan hukum yang terumus dalam peraturan perundangan.
13
 
Mereka yang tidak menyetujui hukuman mati harus memiliki 
argumentasi yang komprehensif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Mungkin tidak jadi soal mengganti hukuman mati  dengan  hukuman  lain  
yang  sama  beratnya.
14
 
Di Indonesia juga terdapat beberapa sarjana yang menentang 
diadakannya hukuman mati, antara lain adalah Mr. Roeslan Saleh. Dalam 
salah satu karangannya ia menguraikan mengapa hukuman mati tidak dapat 
diterima dan tidak dapat dibenarkan, antara lain dengan mengajukan alasan-
alasan bahwa hukuman mati pada pokoknya tidak sesuai dengan nilai-nilai 
kemanusiaan dalam Pancasila dan Dasar Negara Indonesia. 
Lebih lanjut Mr. Roeslan Saleh mengatakan bahwa hukuman mati 
tidak layak dan tidak pantas di terapkan di Indonesia. Karena itu, Mr. Roeslan 
Saleh lebih menekankan kepada penjara seumur hidup dan pidana-pidana 
lainnya yang merupakan pembatasan dan perampasan atas kemerdekaan dan 
harta kekayaan seseorang sejalah yang dapat dipandang sebagai pidana, 
sedangkan hukuman mati tidak. Selain itu, juga mendasari pendapatnya yang 
                                                             
13
  Bambang Poernomo, Hukum Pidana Karangan Ilmiah, (Jakarta: Bima Aksara, 1982), 
hlm. 7. 
14
  Ibid. 
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menentang hukuman mati dengan alasan demoralisasi, di mana hukuman mati 
dianggap sebagai hukuman yang merendahkan kewajiban Negara.
15
 
Jika dilihat dari kubu pro salah satunya adalah: Prof. Oemar Senoadji, 
SH. Mengatakan bahwa, selama Negara Indonesia masih mengukuhkan diri, 
masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama 
tata-tertib masyarakat dikacaukan oleh manusia yang tidak mengenal 
prikemanusiaan, maka hukuman mati masih tetap harus diberlakukan. Selain 
itu, Drs. Racmad Djatmiko juga mengatakan bahwa qisas yang di dalamnya 
adalah hukuman mati, adalah suatu hukum yang perlu ada dalam suatu 
perundang undangan untuk masyarakat yang banyak terdapat ke zaliman, 
dimana para wali tidak dapat mengampuni setelah cukup syarat-syaratnya, 
maka pidana qishas yang lebih dapat dijalankan dan itu adalah hukuman yang 
adil. 
16
 
Maka dari itu penulis ingin mengkaji mengenai persamaan dan 
perbedaan hukuman mati dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif 
dengan mengangkat judul skripsi yaitu “Hukuman Mati Dalam Perspektif 
Hukum Islam Dan Hukum Positif”. 
 
 
 
                                                             
15
  Yahya AZ, “Problematika Penerapan Hukuman Mati dalam Kaitanya dengan Hak 
Asasi Manusia (HAM)”, dalam Eko Riyadi dan Supriyatno Abdi (ed.), Mengurai Kompleksitas 
Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007), hlm. 225. 
16
  Karina Ayu Ningtyas, Pro Dan Kontra Terhadap Hukuman Mati, 26-06-2012 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas serta untuk memudahkan pemahaman 
terhadap masalah yang akan diteliti, maka penulis merumuskan permasalahan 
penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai 
hukuman mati? 
2. Apa persamaan dan perbedaan pandangan Hukum Islam dan Hukum 
Positif terhadap hukuman mati? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif 
mengenai hukuman mati dan dalam rangka mengembangkan daya 
penalaran dan daya berpikir penulis agar dapat berkembang sesuai 
dengan bidang penulis. 
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan Hukum Islam 
dan Hukum Positif terhadap hukuman mati dan agar dapat menambah 
pengetahuan, wawasan dan pengalaman penulis di bidang hukum 
khususnya hukum positif dan hukum Islam. 
D. Manfaat Penelitian  
1. Secara Teoritis 
Untuk mengembangkan penalaran dalam studi pandangan Hukum 
Islam dan Hukum Positif mengenai hukuman mati, membentuk pola pikir 
10 
 
sistematis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 
menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh. 
2. Secara Praktis 
Diharapkan menjadi sumbangan bagi negara dan mengetahui 
dalam melihat permasalahan hukuman mati yang dapat dikaji lebih lanjut 
bagi akademisi lainnya. 
E. Kerangka Teori 
1. Teori Pemidanaan 
Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti kehidupan 
masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu 
sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa 
ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang 
beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), 
teori relatif (detterence), teori penggabungan (integratif), teori treatmen 
dan teori perlindungan sosial (social defence). Teori-teori pemidanaan 
mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam 
penjatuhan pidana.
17
 Menurut Dwidja Priyanto ada tiga teori untuk 
membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :
18
 
 
 
                                                             
17
  Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, (Bandung : PT. 
Rafika Aditama, 2009), hlm. 22. 
18
  Ibid, hlm. 23. 
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a. Teori Absolut 
Teori ini berpendapat bahwa pidana adalah suatu pembalasan dan 
pemberian pidana karena seseorang telah seseorang telah melakukan 
kejahatan. Seseorang yang melakukan suatu kejahatan, karena 
perbuatannya itu akan menimbilkan penderitaan terhadap orang lain 
dan penderitaan itu harus di balas dengan suatu pembalasan. 
b. Teori Relatif 
Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan 
tertib masyarakat dan akibat yaitu tujuan pidana untuk prevensi atau 
pencegahan terjadi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda 
menakutkan, memperbaiki atau membinasakan. 
c. Teori Campuran 
Merupakan penggabungan dari teori pembalasan dan teori relatif. 
2. Tujuan Pemidanaan 
Menurut Roeslan Saleh, tujuan pemidanaan dibagi menjadi dua, 
yaitu : 
a. Segi prevensi yaitu bahwa hukum pidana ialah hukum sanksi suatu 
upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan 
melakukan pencegahan. 
12 
 
b. Segi pembalasan yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan 
penentuan hukum yang sebagai koreksi diri dan sanksi, reaksi atas 
suatu yang bersifat tindakan hukum.
 19
 
Menurut Suparman Marzuki, tujuan pemidanaan adalah : 
1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 
hukum dan pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang 
ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta 
mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 
2) Mengadakan pembinaan terhadap terpidana agar menjadi orang 
yang baik dan berguna serta membebaskan rasa bersalah pada 
terpidana.
 20
 
3. Hukuman Mati Menurut Hukum Islam 
Hukuman mati dalam Islam merupakan ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh Allah untuk mencegah kejahatan demi kelangsungan hidup 
manusia serta sebagai perlindungan terhadap jiwa dan penghormatan 
terhadap kehidupan manusia. Islam mengenal adanya qishas jiwa, qihsas 
ini merupakan jenis hukuman mati dalam islam bagi tindak pembunuhan 
disengaja. Pada dasarnya qhisas adalah balasan (hukuman) bagi seorang 
pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya atau 
                                                             
19
  Roeslan Saleh, Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana, (Jakarta : aksara Baru, 1982), 
hlm. 23. 
20
  Suparman Marzuki, Efektifitas PIdana Penjara, (Seminar Nasional Pemasyarakatan 
Kerjasama Departemen Pidana, Departemen Acara dan Laboratirium Fakultas Hukum UII 
Yogyakarta, 1995), hlm. 14. 
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peembalasan yang setimpal dari suatu tindakan perbuatan yang dilakukan 
secara sengaja.
21
 
Qhisas bagi pembunuhan sengaja dikenal dengan qhisas bunuh 
sebagai hukuman mati bagi pelakunya atau dalam ilmu hukum, qisas 
dikenal dengan istilah yus talionis.
22
 
Dalam  hukum  Islam  kewenangan  pelaksanaan  pidana  mati  
adalah kewenangan Ulil Amri, atas permintaan ahli waris atau keluarga 
korban (jika hal kasus ini adalah kasus pembunuhan). Sudah menjadi 
kesepakatan para fuqaha, orang yang boleh menjalankan hukuman qishash  
hudud adalah  Kepala  Negara yakni  Imam  atau  wakilnya,  yakni  
petugas  yang  diberi  wewenang,  karena hukuman  had  merupakan  hak  
Tuhan  yang  dijatuhkan  untuk  kepentingan masyarakat.  Oleh  karena  
itu  harus  diserahkan  kepada  wakil  masyarakat  yaitu kepala Negara.
23
 
F. Tinjauan Pustaka 
Penulis mencoba untuk menyusun tulisan ini berdasarkan pada 
keberadaan penelitian yang pernah dikerjakan oleh para peneliti sebelumnya 
terutama pada penelitian pidana mati. Adapun sejumlah penelitian yang 
terutama menyangkut pada persoalan diatas seperti, skripsi Ahmad Syahrun, 
“Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia Di Tinjau 
Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)” Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, 
                                                             
21
  Abd. Qadr ‘Audah, at-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiy, cet.3 (Kairo: Maktabah Dar al-
Gurubah, 1963), II; hlm. 14. 
22
  Abdoerraoef, Al-Qur’an dan Ilmu Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 156. 
23
  Ibid, hlm. 158 
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program studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Pada Fakultas Syariah dan 
Hukum.
24
 Dalam skripsinya, lebih membahas mengenai penerapan hukuman 
pidana mati dalam penegakkan hukum di Indonesia. Dan lebih mengarah 
kepada bagaimana hukuman mati jika dihubungkan dengan hak asasi manusia 
(HAM), serta pandangan Islam terhadap penerapan hukuman mati di 
Indonesia. 
Skripsi Ahmad Rusyaid “Tinjauan Yuridis tentang Hukuman Mati bagi 
Pelaku Kasus Narkoba Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam” 
Mahasiswa UIN Alauddin Makasar, program studi Hukum Pidana dan 
Ketatanegaraan Pada Fakultas Syariah dan Hukum.
25
 Dalam skripsi ini 
membahas mengenai aturan hukuman bagi tindak pidana Narkoba di 
Indonesia dan bentuk penjatuhan hukuman terhadap pelaku kasus Narkoba 
dalam hukum Islam. Yang mana dalam penelitian ini hukuman mati kurang 
efektif terhadap berkurangnya pengguna narkoba di Indonesia, hal ini 
dibuktikan dalam kurun waktu 12 tahun telah dieksekusi 19 orang namun etiap 
tahun justru semakin naik menjadi 5,9 juta jiwa. 
Kemudian skripsi Ahmad Zainut Tauhid yang berjudul “Hukuman 
Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fikih Jinayah” 
                                                             
24
  Ahmad Syahrun, “Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia Di 
Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)”, skripsi, program studi Hukum Pidana dan 
Ketatanegaraan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2013. 
25
  Ahmad Syahrun, “Tinjauan Yuridis tentang Hukuman Mati bagi Pelaku Kasus 
Narkoba Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam”, skripsi, program studi Hukum Pidana 
dan Ketatanegaraan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2016. 
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Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, program studi Jinayah Siyasah, fakultas 
Syariah dan Hukum.
26
 
Dalam skripsi ini membahas mengenai pandangan  fikih  jinayah   
terhadap  hukuman  mati  bagi  pelaku tindak pidana terorisme dan pandangan  
fikih  jinayah  terhadap  argumentasi  hukum  pidana  mati  bagi pelaku tindak 
pidana terorisme. Yang mana Pidana  mati  bagi  pelaku  tindak  pidana  
terorisme  sebagaimana  yang tercantum dalam UU No. 15  Tahun 2003 
tentang pemberantasan terorisme tidak bertentangan dengan syari’at  Islam.  
Sebab, syariat Islam menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia demi 
keselamatan jiwa, harta, agama, akal dan  keturunan. Oleh  karenanya,  
tindakan  terorisme  layak  diberikan hukuman yang tegas dan adil yakni 
hukuman mati. 
Dan skripsi Andy Rezki Juliarno yang berjudul “Tinjauan Yuridis 
Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Narkotika (Studi 
Kasus Putusan No. 469/Pid.Sus/2015/Pn.Mks)” program studi Hukum 
Pidanafakultas Hukumuniversitas Hasanuddin Makassar.
27
 Dalam skripsi ini 
membahas Eksistensi Pidana Mati di Indonesia ditinjau dalam perspektif Hak 
Asasi Manusia dan pertimbangan hukum hakim  dalam menjatuhkan putusan 
terhadap pelaku kepemilikan Narkoba Gol. I dalam putusan No. 
                                                             
26
  Ahmad Zainut Tauhid, “Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme 
Perspektif Fikih Jinayah”, skripsi, program studi Jinayah Siyasah, fakultas Syariah dan Hukum 
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012 
27
  Andy Rezki Juliarno, “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Tindak 
Pidana Pengedaran Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 469/Pid.Sus/2015/Pn.Mks)”, skripsi, 
program studi Hukum Pidanafakultas Hukumuniversitas Hasanuddin Makassar, 2017. 
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469/Pid.Sus/2015/PN.Mks. Yang mana skripsi Penjatuhan pidana mati kepada 
para pelaku pengedar narkotika sudah di anggap sangat tepat tapi tidak 
mencapai tujuan prevensi umum yaitu agar orang-orang secara umum yang 
bertujuan untuk menakutnakluti agar tidak melakukan Tindak Pidana 
Pengederan Narkotika. 
Letak perbedaan peneletian ini dengan penelitian–penelitian 
sebelumnya adalah bahwa dalam penelitian ini menjelaskan pandangan hukum 
Islam dan Hukum Positif mengenai hukuman mati dan tindak pidana yang 
dapat dijatuhi hukuman mati. 
G. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut 
dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk 
menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidak 
benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Adapun penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 
research) dengan memanfaatkan dokumen-dokumen berupa buku-buku, 
hasil-hasil penelitian, jurnal, dan internet.
28
 
Penelitian pustaka ini guna menelaah hal-hal yang berkaitan 
dengan hukum pidana mati menurut hukum Islam dan hukum positif  serta 
                                                             
28
  Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 
hlm. 50. 
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tindak pidana apa saja yang dikenai hukuman mati dalam hukum Islam 
dan hukum positif.  
2. Sumber Data 
Dalam penelitian ini, data yang diperlukan meliputi data sekunder, 
yang mana meliputi hal-hal berikut: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan objek penelitian.
29
 Bahan hukum yang 
digunakan penulis yaitu Pasal 10 Kitab Undang Hukum Pidana 
(KUHP), dalam Amandemen kedua Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) 
Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, kemudian Undang-
Undang di luar KUHP Undang-Undang NO. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, UU No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak 
pidana Terorisme, UU No. 20 tentang pemberantasan tindak pidana 
Korupsi, UU No. 2 PNPS Tahun 1964 tentang Hukuman Mati dan 
ditegaskan kembali melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dalam 
putusannya NO. 21/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa penjatuhan 
pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi.  
Dalam hukum Islam menggunakan Al-Quran, hadis, buku Fiqh 
Jinayah, kitab-kitab Jinayah, Fiqh as-sunah, kitab at-Tasyri’ al-Jinaiy 
al-Islamiy, buku asas-asas hukum pidana islam, serta para ahli. 
 
                                                             
29
  Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 106. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan-bahan hukum berupa informasi yang diperoleh dari buku, hasil 
penelitian, jurnal, internet dan publikasi lainnya yang relevan dengan 
penelitian ini. Dalam hukum Islam bahan-bahan diambil dari Al-
Quran, Hadis, dan Ijtihad. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bisa berupa informasi yang diperoleh kamus, buku atau literature, dan 
lain sebagainya. 
3. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 
sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian 
serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti 
buku-buku, jurnal maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan 
penelitian yang dibahas. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk keperluan pengumpulan data, teknik yang digunakan dalam 
menumpulkan data  berupa  pustaka atau studi dokumentasi. Menurut M. 
Nazir dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian, mengemukakan 
bahwa yang dimaksud dengan Studi kepustakaan adalah teknik 
pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap  buku-
buku,  catatan-catatan,  dan  laporan-laporan  yang  ada hubungannya 
dengan masalah yang dipecahkan.
30
 
                                                             
30
 M. Nazir, Metode Penelitian, cet.ke-5, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27. 
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5. Teknik Analisis Data 
Analisa data (kualitatif)  yang digunakan merupakan proses 
mengorganisasi data menurut tema-tema yang muncul sesuai dengan 
tujuan penelitian (kategorisasi) dan kemudian menginterprestasikannya.
31
 
Dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu 
dengan cara mendiskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan 
dan uraian-uraian kalimat. Dan dapat ditarik kesimpulan secara indukatif 
yaitu suatu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum lalu diambil 
kesimpulan secara khusus dari kesimpulan-kesimpulan yang telah diambil 
kemudian disampaikan saran-saran. 
H. Sistematika Penulisan 
Gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum 
yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum adalah terdiri empat (4) 
bab yang tiap bab terbagi dalam sub bagian dan daftar pustaka serta lampiran, 
untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini, 
yaitu : 
BAB I berupa Pendahuluan, bab ini memberikan gambaran secara 
umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam 
penulisan skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 
manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode yang digunakan 
dalam penulisan skripsi ini, dan sistemtika penulisan. Hal tersebut 
                                                             
31
 Sri Hapsari Wijayanti dkk, Bahasa Indonesia Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah, 
(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm 222. 
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dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat 
mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam 
penulisan skripsi ini. 
BAB II berupa Hukuman Mati dalam Hukum Islam yang berisi tentang 
pengertian hukuman pidana Islam, keberadaan pidana mati menurut hukum 
islam, macam-macam hukuman mati menurut Hukum Islam. 
BAB III berupa Hukuman Mati dalam Hukum Positif, berisikan 
pengertian hukum pidana, pidana mati dalam perundang-undangan di 
Indonesia, serta tujuan dan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. 
BAB IV berupa Analis, Bab ini berisi pembahasan dan analisis yang 
menjadi permasalahan yang tertera pada rumusan masalah atas penelitian. 
Pembahasan ini mencakup jawaban atas permasalahan yang ada. 
BAB V berupa Penutup yang terdiri atas kesimpulan berupa jawaban 
dalam pembahasan di atas, dan saran-saran yang disampaikan oleh penulis 
mengenai pendapatnya setelah melakukan penelitian dan menulisnya dalam 
suatu penulisan hukum. 
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BAB II 
HUKUMAN MATI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
 
A. Pengertian Hukum Pidana Islam 
Hukum Pidana Islam, atau dalam istilah fiqh disebut dengan fiqh 
Jinayah, merupakan bagian dari fiqh Islam yang mengatur tentang hukum-
hukum kriminalitas. Tindakan kriminal tersebut dikenal dengan istilah 
qishash, sehingga kadang kala tindakan pidana dalam Islam disebut juga 
dengan kata qishash atau jinayah. Sesuai namanya, ruang lingkup atau objek 
pembahasan dari fiqh jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang termasuk 
dalam kategori pidana, yaitu tindakan yang menggangu atau membahayakan 
kepentingan-kepentingan umum.
1
 
  علا  ل  م   ب ألا  ح أك  ما  شلا  ر 
 ع  ي  ة  لا أع أم 
 ل  ي  ة  لا  م  ك أت أس  ب  
 م  ن  أ  د  ل  ت أه تلا ا  ف  ص  ي 
 ل  ي  ة      2 
Dalam definisi ini, fiqh diibaratkan dengan ilmu karena memang 
semacam ilmu pengetahuan. Kata hukum dalam definisi ini menjelaskan 
bahwa hal-hal yang berada di luar hukum tidaklah termasuk ke dalam 
pengertian fiqh. Penggunaan kata Syariah dalam definisi ini menjelaskan 
bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan yang bersifat Syar’i, yaitu segala 
sesuatu yang segala berasal dari kehendak Allah.
3
 
                                                             
1
  Ali Sodiqin, Hukum Qisas : Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam, (Yogyakarta : 
Tiara Wacana, 2010), hlm. 1. 
2
  Abdul Wahhab Kallaf, Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Pustaka Amanah, 1974), hlm. 23. 
3
  Ali Sodiqin, Hukum Qisas : Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam, (Yogyakarta : 
Tiara Wacana, 2010), hlm 2. 
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Selanjutnya, kata amaliah dalam definisi ini menjelaskan bahwa fiqh 
itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia  yang bersifat lahiriah. 
Sementara itu, penggunaan kata digali dan ditemukan mengandung arti bahwa 
fiqh itu adalah hasil penggalian, penemuan, analisis, dan penentuan ketetapan 
tentang hukum. Dengan demikian, fiqh adalah hasil penemuan mujtahid 
mengenai hal-hal yang tidak dijelaskan oleh nash.
4
 
Secara struktual fiqh jinayah diderivasi dari sumber hukum Islam, 
yaitu al-Quran dan hadis. Nas-nas (ayat-ayat) al-Quran dan hadis-hadis Nabi 
menjadi guide line dalam pengembangan wilayah kajian atau muatan fiqh 
jinayah ini. Dalam pemikiran paara ulama fiqh (fuqaha), kategori fiqh jinayah 
dibagi menjadi tiga, yaitu qishas, diyat, hudud, dan ta’zir. Pembagian ini 
didasarkan pada jenis perbuatan dan jelas tidaknya jenis hukumannya di 
dalam Al-Qur’an maupun hadis.5 
Qisas dan diyat adalah kategori hukum pidana Islam yang 
menyangkut masalah pembunuhan dan penganiayaan atau pelukaan. 
Hukuman yang dikenakan untuk tindak kriminal ini adalah dibunuh (qhisas), 
membayar ganti rugi denda materiil (diyat), dan atau membayar kafarat 
(sanksi teologis, seperti memerdekakan budak, puasa, atau memberi makan 
kepada fakir miskin). Jenis hukuman tersebut bersifat alternatif, yang dapat 
dipilih salah satunya. Penentuan hukuman pada kategori ini sangat terkait 
dengan hak korban. Artinya, jika keluarga korban memaafkan tindakan 
pembunuhan tersebut, maka gugurlah hukum qishasnya. Dengan kata lain, 
                                                             
4
  Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Amzah, 2016), hlm. 3 
5
  Ibid. hlm. 4 
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Syar’i (Tuhan) menetapkan jenis hukuman yang dapat diberlakukan, 
sedangkan penentuan jenis hukum yang dikenakan menjadi kewenangan 
keluarga korban pembunuhan.
6
 
Hukum hudud (hukum tentang kriminalitas selain pembunuhan) 
berbeda karakteristiknya dengan hukum qisas dan diyat. Termasuk dalam 
kelompok hukum ini adalah tindakan mengonsumsi minuman keras (sukr), 
pencurian (sariqah), pemberontakan (harabah), perzinaan, menuduh zina 
(qadzaf), dan murtad. Hudud dimaknai oleh fuqaha (ulama fiqh) sebagai 
kategori hukum yang sudah ditetetapkan batasannya oleh Syar’i. Manusia 
(korban tindakan kriminal) tidak memiliki hak pilih terhadap hukuman yang 
dikenakan. Hukum hudud adalah hak Syar’i, sementara manusia (termasuk 
Negara) tidak memiliki kewenangan untuk mengubahnya.
7
 
Kategori ketiga adalah hukum ta’zir, yang secara literar berarti 
pemberian pengajaran. Jenis hukum ini diperuntukkan setiap tindakan 
kejahatan yang tidak mencapai batas atau ukuran dari dua kategori hukum 
yang disebut sebelumnya. Penetapan hukum ta’zir menjadi kewenangan 
qadhi (hakim), sang pemutus perkara berdasarkan ijtihadnya. Salah satu 
bentuk dari hukuman ta’zir adalah dipenjara, dalam arti si pelaku direformasi 
perilaku jahatnya melalui lembaga bentukan negara. Dengan demikian 
penetapan hukuman ta’zir menjadi kewenangan penuh dari qadhi. Ta’zir 
adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh syara’, tetapi bentuk dan 
                                                             
6
  Ibid. hlm. 4-5 
7
  Ali Sodiqin, Hukum Qisas : Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam, (Yogyakarta: 
Tiara Wacana), hlm. 3 
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ketentuannya diserahkan kepada wali al-amr (Negara) dengan memperhatikan 
perbedaan waktu dan tempat.
8
 
B. Keberadaan Pidana Mati Menurut Hukum Islam 
1. Qishash yang diancam hukuman mati 
Hukuman mati merupakan salah satu alternatif hukuman yang 
diberikan kepada para pelaku tindak pidana hudud. Namun demikian 
hukuman mati hanya diberikan kepada empat pelaku hudud, yaitu:
9
 
a. Zina Muhshan 
Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan 
perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan 
dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Delik perzinaan 
ditegaskan dalam QS. An-Nuur ayat 2 sebagai berikut: 
                          
                          
           
Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka 
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan 
janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk 
                                                             
8
  Ibid, hlm. 4. 
9
 Muhammad Abû Zahrah, Al-Jarîmah wa al-‘Uqûbah fî al-Fiqh al-Islâm,Juz III (Beirut: 
Dâr al-Fikr, t.t), hlm. 109 
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(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan 
hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
10
 
Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu 
muhshan) didasarkan pada ayat al-Qur’an, yakni didera atau dicambuk 
100 kali. Sementara bagi pezina muhshan dikenakan sanksi rajam. 
Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam adalah 
melempari pezina muhshan sampai menemui ajalnya. 
b. Pembunuhan Sengaja  
Pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan 
beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan 
pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. 
Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah qishash dan 
kifarat, sedangkan penggantinya adalah diyat dan ta’zir. Dalam hal ini 
pembunuhan disengaja dihukumi dengan qishash ditegaskan pada QS. 
Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi: 
                         
                            
                          
              
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 QS. An-Nuur (24); 2.  
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang 
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita 
dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan 
dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara 
yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) 
kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang 
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka 
baginya siksa yang sangat pedih.
11
 
Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris 
dan hak wasiat. Hukuman kifarat sebagai hukuman pokok untuk 
pembunuhan sengaja merupakan hukuman yang diperselisihkan oleh 
para fuqaha. Syafi’iyah mengakuinya dengan mengiaskannya kepada 
pembunuhan karena kesalahan, sementara fukaha yang lain tidak 
mengakuinya. 
c. Perampokan (Hirabah) 
Hirabah adalah keluarnya sekelompok bersenjata di daerah 
Islam dan melakukan kekacauan, penumpahan darah, perampasan 
harta, merusak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra 
agama, akhlak, dan ketertiban umum, baik dari kalangan Muslim 
maupun kafir. Termasuk dalam hirabah, adalah kejahatan-kejahatan 
yang dilakukan oleh sindikat, mafia, dan triad. Misalnya, sindikat 
pencurian anak, mafia perampok bank dan rumah-rumah, sindikat 
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para pembunuh pembayaran, dan tawuran massal. Hukuman bagi 
qishash ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Ma’idah ayat 33: 
                     
                       
                 
      
Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka 
bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan 
dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri 
(tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu 
penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh 
siksaan yang besar.
12
 
d. Murtad (Riddah) 
Murtad adalah seseorang yang beragama Islam dan bertukan 
kepada agama yang lain mengikut kehendaknya sendiri, yang lebih 
dikhususkan kepada soal kekafiran, adapun hukuman mati untuk 
kesalahan murtad telah menjadi kesepakatan para ulama. Orang yang 
murtad boleh dibunuh dan halal darahnya jika telah dijatuhi 
hukuman mati. Dasar hukumnya yaitu: 
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 أل  َأ    ل  أد  م  أر  خ  ل   م  س 
 ل  م  أي  ش أه  د  أ  ن  أل  ِ  أل أه   ِ  ل  لا   أو أ ِنّ أر   س  لو  
 لا   ِ  ل َأ  أل َأ  ة 
 أن أف  ر  تلا  را  ك    لا  س أل أم  لا  م أف  را  ق  
 ل  ل أج أم أعا 
 ة  أو ثلا ِي  ب   زلاا  نّ أو  نلا  ف  س  
 ب نلا  ف  س 
Artinya: Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi 
bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan 
aku adalah utusan Allah, kecuali dari tiga orang berikut ini; 
seseorang yang murtad dari Islam dan meninggakkan jama’ah, 
orang yang telah menikah tapi berzina dan seseorang yang 
membunuh orang lain. (HR. Al- Bukhari dan Muslim dari Ibnu 
Mas’ud)13 
Hadis di atas menjelaskan bahwa murtad termasuk salah satu 
jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Untuk 
selain empat hal di atas ada jenis ta’zir yang dikenai hukuman mati, 
misalnya untuk tindak pidana spionase (mata-mata) dan sangat 
berbahaya. Oleh karena hukuman mati sebagai hukuman ta’zir ini 
merupakan pengecualian maka hukuman tersebut harus dibatasi dan 
tidak boleh diperluas, atau diserahkan kepada hakim, seperti halnya 
hukuman ta’zir yang lain. Dalam hal ini penguasa (ulil amri) harus 
menentukan jenis-jenis qishash yang dapat dijatuhkan hukuman 
mati.
14
 
Hukuman mati dimaksudkan untuk menegakkan nilai-nilai 
luhur yang ada pada masyarakat. Hal ini dalam Islam merupakan 
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bagian dari syariat. Sayyid Sabiq menyatakan, “semua ajaran dan 
ketentuan  hukum yang ada pada syariat Islam adalah untuk  
menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, 
dan menjaga harta”15 
e. Tujuan pidana mati 
Tujuan dan fungsi hukuman mati bagi perlindungan warga 
negara, para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan 
yang luas dari syariat sebagai berikut:
16
 
1) Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup, ini adalah 
tujuan pertama dan utama dari syariat. Apabila kebutuhan-
kebutuhan ini tidak menjamin, akan terjadi kekacauan dan 
ketidaktertiban dimana-mana. 
2) Membuat berbagai kebaikan yaitu menjadi hal-hal yang dapat 
menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu 
berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. 
Apabila suatu qishash tidak dilarang dan dikenakan 
hukuman, maka nilai-nilai luhur dalam hidup ini tidak akan terjaga. 
Apabila penistaan agama dibiarkan, berarti agama tidak akan terjaga. 
Apabila pembunuhan dan penganiayaan tidak dilarang dan dihukum, 
berarti jiwa (nyawa) tidak terjaga.  Apabila peredaran minuman keras  
dan narkoba tidak dilarang, berarti akal tidak terjaga,  sebab 
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  Ibid, hlm. 11. 
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  Abd. Qadr ‘Audah, at-Tasyri’  al-Jinaiy al Islamiy, cet.3 (Kairo: Maktabah Dar al-
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keduanya sangat merusak akal pikiran. Apabila perzinaan dan 
pelacuran tidak dilarang, berarti akan merusak keturunan. Apabila 
pencurian, perampokan, penipuan, korupsi dan sejenisnya tidak 
dilarang dan  dikenakan hukuman, berarti tidak menjaga harta, baik 
harta perorangan, kelompok maupun harta negara.
17
 
Dalam kitab-kitab fiqh, pembahasan tentang pidana  mati  
menjadi bagian dari pembahasan tentang kriminalitas (al-jinayah) 
seperti pencurian (al-sariqah), minuman keras (al-khamr), perzinaan 
(al-zina), hukum balas/timbal balik (al-qishas), pemberontakan (al-
bughat), dan perampokan  (qutta’u tariq). Dalam wilayah lain, 
pidana mati juga dijatuhkan kepada pelaku perzinaan dalam bentuk 
dilempar batu hingga mati (al-rajam) untuk pelaku  perzinaan yang 
sudah menikah. Juga pidana mati dilakukan dalam kasus 
pemberontakan (al-bughat) dan pindah agama (al-riddah) yang 
dikenal sebagai hukuman (al-had/al-hudud) atas pengingkaran 
terhadap Islam. Termasuk dalam kasus meninggalkan ibadah salat, 
beberapa ulama  mempersamakannya dengan murtad (al-riddah).
18
 
Pidana mati merupakan hukuman puncak, terutama untuk 
tindak pidana yang dinyatakan sangat berbahaya seperti pembunuhan 
(al-qital) dimana jika tidak ada pengampunan dari pihak keluarga 
dengan membayar  denda pengganti (aldiyat), maka pelakunya dapat 
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dijatuhi  hukuman mati sebagai bentuk hukum balas/timbal balik (al-
qishas). Dalam konsepsi ini, maka kejahatan dibalas dengan 
hukuman yang serupa. 
Dalam kasus penetapan hukuman mati (al-qishas), ditetapkan 
beberapa syarat antara lain : bahwa yang bersangkutan telah 
melakukan pembunuhan terhadap yang tak “boleh” (haq) di bunuh, 
atau orang yang “boleh” (haq) dibunuh, akan tetapi belum 
diputuskan oleh hakim. Pelaku bisa dihukum mati dengan ketentuan 
bahwa pada saat melakukan kejahatan telah cukup umur (baligh) dan 
berakal (aqil).
19
 
f. Pelaksanaan eksekusi mati dalam Islam 
Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan berupa 
pemidanaan atau hukuman dari hakim, maka hasil putusann tersebut 
dalam Islam dikenal dengan Uqubah yang artinya adalah Hukuman. 
Ahmad Fathi Bahansi menjelaskan Uqubah atau hukuman adalah 
balasan yang ditentukan oleh syarai’ bagi orang yang melakukan 
perbuatan yang dilarang dan meninggalkan apa yang telah 
diperintahkan, maka yang dimaksud dengan uqubah adalah batasan 
yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencegah terjadinya 
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perbuatan qishash, jika ia melakukannya maka ia ditegur dengan 
hukuman hingga ia jera dan tidak melakukannya lagi.
20
  
Sedangkan menurut Abd. Qadr ‘Audah mendefiniskan 
Uqubah adalah balasan yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan 
ummat bagi orang yang melawan syari’at. Maka dari definisi 
tersebut dapar dikatakan bahwa uqubah atau hukuman adalah 
balasan yang diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari 
perbuatan qishash dengan tujuannya menjaga kemaslahatan 
manusia pada umumnya.
21
 
Ulama membagi hukuman kedalam dua bentuk yaitu 
hukuman yang ditentukan dalam nash, berupa hukuman had dan 
qisas dan hukuman yang tidak ditentukan, dan dalam hukuman 
yang tidak ditentukan dalam nash berupa hukuman ta’zir.22 
Had adalah hukuman yang batasannya telah ditentukan oleh 
Allah, seperti contohnya potong tangan, jilid, kafarat, diyat, qisas, 
dan qisas adalah hukuman yang setimpal bagi tindak penganiayaan, 
sedangkan ta’zir adalah hukuman yang ditentukan oleh penguasa 
sebagai hukuman tambhan atau sebagai hukuman alternative. 
Secara rinci dapat dikelompokkan hukuman had ada empat macam 
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  Moh. Abu Zahrah, Al-Uqubah; Al-Jarimah  wa al-Uqubah, (Dar al-fikr,t.t), hlm. 69 
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yaitu hukuman mati (bunuh), potong tangan, jilid dan 
pengasingan.
23
  
Pelaksanaan hukuman dalam Islam baik berupa hukuman had 
atau ta’zir diserahkan kepada penguasa atau aparat pemerintah, 
dalam hal ini maka orang yang diberi tugas untuk melaksanakan 
hukuman tersebut adalah hakim atau yang dikenal dengan istilah 
Qadhi. Qadhi adalah orang yang diberi tugas oleh penguasa untuk 
memeriksa dan mengadili setiap perkara serta memutuskan 
hukuman yang pantas diberikan dan sekaligus orang yang 
melaksanakan putusannya tersebut, maka setiap pelaksanaan 
hukuman atau eksekusi adalah tugas hakim, baik eksekusi hukuman 
had dan ta’zir. Pengecualian dalam hukuman had, seperti hukuman 
mati atau potong tangan, maka yang menjalankannya adalah orang 
yang ahli seperti algojo.
24
 
Pidana mati dalam Islam hanya bisa ditegakkan oleh 
pemerintahan Islam, dimana konstitusi dan undang-undang yang 
berlaku adalah hukum Islam. Itu pun harus melalui mekanisme 
peradilan, bukan semata-mata bersandar pada fatwa seorang ulama. 
Pidana mati pun hanya berlaku berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan yang sangat ketat, seperti konteks yang melatar 
belakangi terjadinya suatu tindakan pidana yang diancam Pidana 
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mati. Hukum Islam (al-fiqh) membedakan antara mereka yang 
sengaja, tidak disengaja, terpaksa atau bahkan dipaksa untuk 
melakukan suatu tindak pidana yang membawa konsekuensi 
jatuhnya pidana mati. Dalam kondisi-kondisi demikian, putusan 
untuk menjatuhkan pidana mati dapat dipertimbangkan kembali.
25
 
Dalam hukum Islam kewenangan pelaksanaan pidana mati 
adalah kewenangan Ulil Amri, atas permintaan ahli waris atau 
keluarga korban (jika hal kasus ini adalah kasus pembunuhan). 
Sudah menjadi kesepakatan para fuqaha‟, orang yang boleh 
menjalankan hukuman qishash hudud adalah Kepala Negara yakni 
Imam atau wakilnya, yakni petugas yang diberi  wewenang, karena 
hukuman had merupakan hak Tuhan yang dijatuhkan  untuk 
kepentingan masyarakat.
26
 
Oleh karena itu harus diserahkan kepada wakil masyarakat 
yaitu kepala Negara. Untuk qishash qhisas pelaksanaan hukuman 
bisa dilaksanakan oleh ahli waris sendiri dengan syarat atas 
persetujuan penguasa. Di kalangan fuqaha‟, sudah disepakati 
bahwa wali korban bisa melaksanakan qisas dalam pembunuhan 
dengan syarat harus dibawah pengawasan penguasa, sebab 
pelaksanaanya memerlukan pemeriksaan dengan teliti dan menjauhi 
kedzaliman, karena kalau tidak diawasi oleh penguasa dalam 
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pelaksaanaanya, akan  terjadi qisas pula, meskipun ia dianggap 
mengkhianati kekuasaan Negara.
27
 
Melaksanakan qishah merupakan kepentingan umum, maka 
tidak ada salahnya kalau diangkat orang-orang yang ahli yang 
berwenang untuk melaksanakan hukuman hudud dan qishah dengan 
mendapat gaji dari pemerintah. Kalau ahli waris tidak pandai dalam 
menjalankan qishah, maka pelaksanaanya diserahkan pada orang-
orang ahli Cara pelaksanaan hukuman qishah, menurut pendapat 
yang lebih kuat dari mayoritas ulama seperti Malikiyah, Syafi‟iyah, 
dan salah satu riwayat Imam Ahmad, hukum asal dalam 
pelaksanaan qishash adalah dengan cara yang sama yang telah 
dilakukan oleh pelaku kriminal tersebut.  Konsep ini disebut dengan 
mutslah atau mumatsalah.
28
 
Dengan demikian jika membunuh dengan pedang maka di-
qishash dengan pedang, jika membunuh dengan batu sampai mati, 
maka demikianlah qishashnya dengan batu sampai mati, dan 
seterusnya. Hanya saja para ulama mengatakan, kecuali jika pelaku 
membunuh dengan sesuatu yang haram seperti sihir, khamar, liwath 
dan semisalnya, atau jika dengan cara yang sama akan 
mengakibatkan terlalu lama tersiksa, maka qishashnya dengan 
pedang. Akan tetapi seandainya mustahiq al-qishash memindahnya 
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kehukuman pancung dengan pedang, maka dibolehkan dan itu lebih 
utama.
29
  
Berkaitan dengan hukuman pancung, penelitian sains 
terhadap binatang mamalia yang dipenggal menunjukkan, anjing 
menjadi tidak sadar 12 detik setelah suplai darah ke otak tersumbat. 
Telah dihitung bahwa otak manusia memiliki cukup oksigen untuk 
metabolisme disimpan untuk bertahan sekitar 7 detik setelah 
pasokan terputus.
30
 
Namun, otak juga bisa memperoleh sebagian energi dari 
substrat di kulit kepala dan otot-otot wajah dan leher, serta mati 
akibat anoxia/kekurangan oksigen akibat pendarahan hebat. Melalui 
penelitian itu disimpulkan bahwa hewan dan manusia yang 
dipenggal akan merasakan sakit kira-kira 7-15 detik sebelum benar-
benar meninggal.
31
 
Sedangkan kematian akibat tembakan membutuhkan waktu 
10-20 menit sebelum objek meninggal.  Adapun penggantungan 
membutuhkan waktu hampir 20 menit meregang nyawa sebelum 
akhirnya secara medis meninggal. Berdasarkan pengalaman 
hukuman mati, terpidana mati dengan tembakan, suntikan, gantung, 
dan kursi listrik, mereka sebelum mati sudah tersiksa luar biasa. 
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Khusus dengan kursi listrik, terpidana bisa muntah darah, anggota 
badan, jari jemari tangan, kaki dan wajah berubah bentuk, bola mata 
sering melotot, dan mereka juga sering buang air besar dan kecil, 
serta mengeluarkan air liur. Meskipun menurut Abu Hanifah 
hukuman pancung bukanlah ta‟abbudi (bentuk cara menghukum 
yang berbentuk ibadah sehingga tidak boleh diubah), namun dari 
penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman pancung 
dalam qishash terbukti memberi keringanan siksaan yang akan 
dialami terpidana mati dibandingkan cara-cara lain dalam eksekusi 
mati.
32
 
Hal ini sejalan dengan perintah Hukum Islam, Nabi 
Muhammad SAW agar dalam membunuh maupun menyembelih 
dilaksanakan dengan cara yang baik. Meminimalisir penderitaan 
terpidana mati adalah salah satu cara baik dalam eksekusi.  
C. Macam-macam Hukuman Mati 
Hukuman mati atau yang lebih dikenal dengan Capital Punishment 
atau Death Penalty merupakan hukuman yang sangat berat yang dijatuhkan 
bagi tindak kejahatan yang memberatkan pula. Hukuman mati sendiri sudah 
dikenal, bahkan ketika hukum-hukum belum tertulis dan hukuman ini 
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merupakan hukuman hukuman yang paling tua. Islam telah mengenal 
hukuman mati sejak berabad-abad yang lalu.
33
 
Pada jaman perundang-undangan Nabi Musa, demikian juga pada 
jaman Yunani, Romawi, Jerman, dan Kanonik telah dikenal pidana mati. 
Bahkan pelaksanaanya pada waktu itu sering sangat kejam, terutama pada 
jaman kekaisaran Romawi. Cukup terkenal sejarah jaman Nero yang ketika itu 
banyak dijatuhkan pidana mati pada orang-orang Kristen dengan cara 
mengikatnya di suatu tiang yang dibakar sampai mati.
34
 
Hukuman mati dalam Islam merupakan ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh Allah untuk mencegah kejahatan demi kelangsungan hidup 
manusia serta sebagai perlindungan terhadap jiwa dan penghormatan terhadap 
kehidupan manusia. Islam mengenal adanya qisas jiwa. Qisas ini merupakan 
jenis hukuman mati Islam bagi tindak pidana pembunuhan disengaja. Pada 
dasarnya qhisas adalah balasan (hukuman) bagi seorang pelaku kejahatan 
sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya atau pembalasan yang setimpal 
dari suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja.
35
 
Qhisas bagi pembunuhan sengaja dikenal dengan qhisas bunuh sebagai 
hukuman mati bagi pelakunya atau dalam ilmu hukum, qhisas dikenal dengan 
istilah Yus talionis.
36
 Prinsip qisas sesungguhnya merupakan bentuk 
modifikasi dari rasa keadilan bangsa Arab. Hukum yang bercorak kesukuan 
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dikalangan bangsa Arab telah mengenal prinsip hukuman pembalasan atau 
sebuah tindakan penganiayaan.
37
 
Bangsa Arab selalu cenderung untuk membalas dendam bahkan 
terhadap hal yang telah dilakukan nenrapa abad sebelumnya. Jika seorang 
anggota keluarga atau suku melakukan pembunuhan terhadap anggota 
keluarga yang lain maka pembalasan dilakukan dengan cara membunuh orang 
yang tidak berdosa dari salah satu anggota keluarga musuhnya. Peraturan 
qisas datang memperbaiki ketidakadilan yang dilakukan oleh bangsa Arab, 
bahwa yang mendapat balasan hanya orang yang bertanggung jawab atas 
tindakan pembunuhan, sehingga Allah memerintahkannya dalam QS. Al – 
Baqarah (2) : 178 : 
                         
                            
                          
              
 
Artinya :Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang 
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita 
dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari 
saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang 
baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang 
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memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah 
suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa 
yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat 
pedih.
38
 
Eksekusi mati lainnya yang terdapat dalam Islam yaitu hukuman rajam 
sampai mati dengan cara menguburkan terpidana mati dan yang ditinggal 
hanya kepalanya yang terlihat di atas tanah. Kepala yang terlihat inilah yang 
akan dilempari batu oleh penonton di sekitarnya. Hukum rajam ini juga 
merupakan bentuk hukuman mati yang dikenakan bagi pelaku pezina yang 
sudah menikah, yang disebut muhsan.
39
 
Hukum rajam adalah hukuman mati yang sangat berat, maka dari itu 
hukuman ini tidak dilaksanakan apabila tidak terdapat empat orang saksi yang 
secara langsung dengan mata kepalanya sendiri melihat kejadian perzinahan, 
maka apabila dari keempat saksi terssebut mengemukakan kesaksiannya tidak 
sama antara yang satunya dengan yang lainnya dapat dituduh sebagai qadzaf 
(tuduhan perzinahan) dan dikenai delapan puluh jilid.
40
 
Pelaksanaan eksekusi mati di berbagai belahan dunia dilakukan dengan 
cara yang berbeda-beda. Pelaksanaan hukuman mati pertama yang dicatat 
sejarah dunia sebagai satu hal yang besar adalah ketika dijatuhkannya 
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hukuman mati kepada Socrates, filsuf besar bangsa Yunani di tahun 399 SM. 
Socrates dituduh telah meracuni generasi muda dengan ajaran-ajarannya dan 
dieksekusi dengan menelan racun Hamlock.
41
 
Selanjutnya dalam perkembangan sejarah berikutnya hukuman mati 
selalu mewarnai peradaban kehidupan manusia. Ada banyak manusia, baik 
yang telah melalui peradilan atau hanya atas perintah raja harus dengan 
segera mengahadap Sang Pencipta, dihukum mati atas kesalahan-kesalahan 
yang mereka lakukan. Hingga kini hukuman mati masih tetap eksis meski 
tidak luput dari berbagai pro dan kontra terhadap penerapan hukuman mati 
itu sendiri.
42
 
Cara-cara eksekusi dalam perkembangan sejarah selalu mengalami 
perkembangan. Pada sekitar tahun 450 SM di Inggris cara eksekusi 
terpidana mati dilakukan dengan menjorokkan mereka ke dalam rawa-rawa. 
Sejarah mencatat yang paling keji dilakukan untuk menghukum adalah 
penyaliban yang dilakukan terhadap Yesus di Bukit Golgotha pada tahun 29 
M. Bangsa Yahudi juga memiliki berbagai cara menghukum mati seperti 
dengan hukum rajam, hukum pancung, hukum gantung, penyaliban atau 
melempar terpidana dari atas tebing batu atau digergaji.
43
 
Sebelum perang dunia II, kebanyakan eksekusi dilakukan dengan cara 
menggantung terpidana di muka umum dengan tujuan agar semua orang 
yang menyaksikan eksekusi tersebut tidak berbuat seperti yang dilakukan 
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oleh terpidana mati itu dan supaya orang-orang merasa takut melakukan 
perbuatan yang menjadi larangan dalam undang-undang. Ada bermacam-
macam cara eksekusi mati seperti potong leher, gantung, pukul sampai mati 
atau dibakar dan dikubur hidup-hidup dan cara-cara lainnya. Pada masa 
revolusi Perancis, eksekusi pidana mati dilakukan di muka umum dengan 
guillotine, termasuk Raja Louis XVI.
44
 
Kebanyakan hukum adat di Indonesia mengenal adanya hukuman mati 
atau pidana mati. Seperti di Aceh, seorang wanita yang berzina dikenakan 
pidana mati dengan cara dibunuh. Di Sulawesi selatan  ketika Aru Palaka 
berkuasa, pidana mati dilaksanakan dengan cara dipancung kepalanya, 
kemudian kepala itu diletakkan di atas baki dan dibawa ke hadapan Aru 
Palaka sebagai bukti eksekusi telah dilaksanakan.
45
  
Setelah perang dunia II, eksekusi hukuman mati masih ada yang 
dilaksanakan dengan cara menggantung terpidana dan ada pula yang 
dilaksanakan dengan cara menembak mati terpidana di tempat tertutup yang 
hanya disaksikan oleh jaksa, hakim dan rohaniawan. Pada tahun 1915, 
eksekusi hukuman mati di Indonesia dilakukan dengan menjeratkan leher 
terpidana pada tiang gantungan yang dijalankan oleh algojo, sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 11 KUHP. Pemerintah New York di tahun 1870-
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1873, pelaksanaan eksekusi mati terhadap sejumlah terpidana mati dengan 
menggunakan kursi listrik.
46
 Texas, Amerika Serikat pada tahun 1982, 
pertama kalinya menggunakan alat suntik mati.
47
  
Namun Indonesia saat ini telah merubah cara eksekusi bagi terpidana 
mati, yang semula dilakukan dengan hukum gantung maka berdasarkan 
ketentuan UU No. 2 Tahun 1964, eksekusi mati dilakukan dengan cara 
tembak mati. Eksekusi ini lebih terlihat manusiawi dari pada hukum 
gantung walaupun keduanya sama yakni eksekusi yang dapat 
mengakibatkan kematian. 
Dengan demikian secara garis besar macam-macam eksekusi 
hukuman mati adalah sebagai berikut: 
1. Hukum gantung, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 11 KUHP yang 
pernah berlaku di Indonesia pada tahun 1915, tetapi yang berlaku saat ini 
adalah tembak sampai mati sesuai dengan Pasal 1 UU No.2 Tahun 1964 
tentang pelaksanaan pidana mati. Eksekusi dengan cara digantung ini 
masih diterapkan di Malaysia. 
2. Hukum rajam yang terdapat dalam Islam bagi pezina muhsan (sudah 
pernah menikah) dan juga pernah diterapkan pada masa Rasulullah saw. 
3. Guillotine yang pernah berlaku di Paris pada tahun 1792. 
4. Diracun, sebagaimana hukuman yang jatuhkan bagi filsuf besar bangsa 
Yunani Socrate di tahun 399 M. 
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5. Kursi listrik yang pernah diberlakukan di Amerika Serikat tahun 1870-
1873 namun hukuman mati yang berlaku saat ini adalah suntik mati. 
6. Dibakar dan dikubur hidup-hidup, dipukul sampai mati atau dipotong 
lehernya dan ada juga dijorokkan ke rawa-rawa. Cara-cara seperti ini 
kebanyakan berlaku dalam hukum adat. 
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BAB III 
HUKUMAN MATI DALAM HUKUM POSITIF 
 
A. Pengertian Hukum Pidana  
Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa 
Belanda, strafrecht. Straf berarti pidana, dan recth berarti hukum. Istilah 
hukum pidana sudah dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia, 
yaitu untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk 
membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian burgerlijkrecht 
atau privaatrecht dari bahasa Belanda.
1
 
Dalam hal ini penulis menggambarkan pengertian hukum pidana 
menurut para ahli sebagaimana dalam buku Hukum Pidana Indonesia  karya 
Effendi Erdianto sebagai berikut 
1. Pengertian dari Soedarto  
Hukum pidana merupakan hukum yang memuat aturan-aturan hukum 
yang mengikat pada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat 
tertentu suatu akibat yang berupa pidana. 
Dengan pengertian diatas, KUHP memuat dua hal yang pokok, yaitu:
2
 
a. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam 
pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang 
memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana, yang seolah-olah 
negara menyatakan kepada umum dan kepada para penegak hukum 
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tetang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan orang-orang yang 
dapat dipidana. 
b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi yang akan diterima 
oleh orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam 
hukum pidana modern, reaksi ini tidak hanyan berupa pidana, 
tetapi juga yang disebut dengan tindakan , yang bertujuan untuk 
melindungi masyarakat dari perbuatan perbuatan yang 
merugikannya. 
2. Pengertian dari Satochid Kartanegara 
Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan 
bagian dari hukum positif yang mangandung larangan dan keharusan 
yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk 
menentukan peraturan pidana. Larangan atau keharusan itu disertai 
ancaman pidana. Apabila hal ini dilarang timbul hak negara untuk 
melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.
3
 
3. Pengertian dari Moeljatno 
Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang 
berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-
aturan untuk naskah Rancangan KUHP (Baru) yang disusun oleh 
Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992, selanjutnya akan ditulis 
RKUHP 1991/1992, yang menyebutkan, “Ketentuan dalam ayat (1) 
tidak mengurangi berlakunya hukum yang menentukan bahwa menurut 
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adat setempat suatu perbuatan patut dipidana dan perbuatan itu tidak 
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4
 
Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
hukum pidana adalah peraturan yang merupakan bagian dari keseluruhan 
hukum pidana adalah peraturan yang merupakan bagian dari keseluruhan 
hukum yang berisi empat hal mendasar, yaitu:
5
 
1. Larangan-larangan untuk semua orang yang sudah dewasa 
2. Hak-hak orang lain dalam hukum 
3. Sanksi hukum yang jelas berkaitan dengan fisik 
4. Mengantisipasi adanya pelanggaran hukum demi tegaknya keamanan, 
ketenteraman, dan kedamaian dalam kehidupan manusia. 
B. Pidana Mati Dalam Perundang-undangan di Indonesia  
1. Pidana yang di ancam hukuman mati dalam perundang-undangan 
di Indonesia 
Pidana Indonesia mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) Indonesia membatasi kemungkinan 
dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. 
Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah :  
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a. Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden)  
b. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau 
berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang)  
c. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang)  
d. Pasal 140 ayatt 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara 
sahabat yang direncanakan dan berakibat maut)  
e. Pasal 340 (pembunuhan berencana)  
f. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan 
luka berat atau mati)  
g. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan 
luka berat atau mati)  
h. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang 
mengakibatkan kematian). Beberapa peraturan di luar KUHP juga 
mengancamkan pidana mati bagi pelanggarnya.  
Peraturan-peraturan itu antara lain: 
1) Pasal 2 Undang-Undang No. 5 (PNPS) Tahun 1959 tentang 
wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang 
memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang 
membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.  
2) Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang 
memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana 
ekonomi.  
49 
 
3) Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 
tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.  
4) Pasal 13 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang 
pemberantasan kegiatan subversi. Pasal 23 Undang-Undang no. 
31 T ahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.  
5) Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahun 1976 tentang 
Narkotika  
6) Undang-Undang No.4 Tahun 1976 tentang kejahatan 
penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana 
penerbangan. 
2. Tujuan Pidana Mati 
Masalah pemidanaan berhubungan erat dengan kehidupan  
seseorang dimasyarakat, terutama bila menyangkut kepentingan benda  
hukum yang paling berharga bagi kehidupan bermasyarakat yaitu  
nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan. Pada masa sekarang ini telah 
umum diterima pendapat bahwa yang menjatuhkan pidana adalah 
negara atau pemerintah dengan perantaraan alat-alat hukum pemerintah. 
Pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjamin 
supaya pribadi manusia  tidak disinggung dan tetap dihormati  
Menurut Roeslan Saleh, tujuan pemidanaan dibagi menjadi dua, 
yaitu :
6
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a. Segi prevensi yaitu bahwa hukum pidana ialah hukum sanksi suatu 
upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama 
dengan melakukan pencegahan. 
b. Segi pembalasan yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan 
penentuan hukum yang sebagai koreksi diri dan sanksi, reaksi atas 
suatu yang bersifat tindakan hukum.
 
 
Menurut Suparman Marzuki, tujuan pemidanaan adalah : 
Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan 
norma hukum dan pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik 
yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta 
mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Mengadakan pembinaan 
terhadap terpidana agar menjadi orang yang baik dan berguna serta 
membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
 7
 
3. Pelaksanaan Hukuman Pidana Mati di Indonesia 
Untuk pelaksanaan pidana mati di Indonesia pada mulanya 
dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 KUHP yang 
menyatakan bahwa “pidana mati dijalankan oleh algojo atas 
penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat 
pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya”. 
Karena dirasa kurang sesuai maka kemudian pasal tersebut di 
atas diubah dengan ketentuan dalam Pasal 1 aturan itu menyatakan 
                                                             
7
 Suparman Marzuki, Efektifitas Pidana Penjara, (Seminar Nasional Pemasyarakatan 
Kerjasama Departemen Pidana, Departemen Acara dan Laboratirium Fakultas Hukum UII 
Yogyakarta, 1995), hlm. 14. 
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bahwa: “menyimpang dari apa tentang hal ini yang ditentukan dalam 
undang-undang lain, hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil 
(bukan militer), sepanjang tidak ditentukan lain oleh Gubernur jenderal 
dilakukan dengan cara menembak mati”. Untuk ketentuan 
pelaksanaannya secara rinci di jelaskan pada Penepatan Presiden No. 2 
(PNPS) tahun 1964 yang dapat dilihat sebagai berikut: 
Pasal 6 
(1) Tiga kali duapuluh empat jam sebelum saat elaksanaan pidana mati, 
Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut  memberitahukan kepada terpidana tentang 
akan dilaksanakannya pidana tersebut. 
(2) Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan 
atau pesannya itu diterima  oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut. 
  
Pasal 10 
(1) Kepala Polisi Daerah membentuk suatu Regu Penembak dari Brigade 
Mobile yang terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah 
pimpinan seorang Perwira.   
(2) Khusus untuk pelaksanaan tugasnya ini, Regu Penembak tidak 
mempergunakan senjata organiknya. 
(3) Regu Penembak ini berada di bawah perintah perintah Jaksa 
Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 sampai selesainya pelaksanaan 
pidana mati. 
Pasal 11 
(1) Terpidana dibawa ketempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan 
polisi yang cukup. 
(2) Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rohani. 
(3) Terpidana berpakaian sederhana dan tertib. 
(4) Setiba di tempat pelaksanaan pidana mati, Komandan pengawal 
menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak 
menghendakinya. 
Pasal 12 
(1) Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut. 
(2) Jika dipandang perlu, Jaka Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab 
dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya 
ataupun diikat kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.  
Pasal 13 
(1) Setelah terpidana siap ditembak, Regu Penembak dengan senjata 
sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa 
tersebut dalam Pasal 4. 
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(2) Jarak antara titik di mana terpidana berada dan tempat Regu 
Penembak tidak boleh melebihi 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 
meter. 
Pasal 14 
(1) Apabila semua persiapan telah selesai, Jaksa Tinggi/Jaksa yang 
bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, memerintahkan untuk 
memulai pelaksanaan pidana mati. 
(2) Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari 
terpidana. 
(3) Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, Komandan Regu 
Penembak memberi perintah supaya bersiap, kemudian dengan 
menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan Regunya untuk 
membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentakkan pedangnya 
ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak. 
(4) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan 
tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera 
memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan 
tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada 
kepala terpidana tepat diatas telinganya.  
(5) Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat 
diminta bantuan seorang dokter. 
  
Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan 
bahwa eksekusi hukuman mati di Indonesia yang berlaku saat ini 
dilakukan dengan cara menembak mati bukan dengan cara 
menggantungkan si terpidana pada tiang gantungan. 
Beberapa ketentuan terpenting lainya dalam pelaksanaan pidana 
mati adalah sebagai berikut:
8
 
a. Tiga kali 24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi atau 
jaksa yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana dan 
apabila ada kehendak terpidana untuk mengemukakan sesuatu maka 
pesan tersebut diterima oleh jaksa; 
                                                             
8
  Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan 
di Masa Depan, Cet.2 (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1985), hlm. 59. 
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b. Apabila terpidana sedang hamil harus ditunda pelaksanaannya 
hingga melahirkan; 
c. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri 
Kehakiman di daerah hukum pengadilan hukum pengadilan tingkat 1 
yang bersangkutan; 
d. Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan bertanggungjawab 
mengenai pelaksanaannya; 
e. Pelaksanaan pidana mati dilaksanakan oleh suatu regu penembak 
polisi di bawah pimpinan seorang perwira polisi; 
f. Kepala Polisi Daerah yang bersangkutan harus menghadiri 
pelaksanaan tersebut; 
g. Pelaksanaan tidak boleh dimuka umum; 
h. Penguburan jenazah diserahkan pada keluarga; 
i. Setelah selesai pelaksanaan pidana mati tersebut Jaksa yang 
bersangkutan harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati 
tersebut, yang kemudian salinan surat putusan tersebut harus 
dicantumkan ke dalam surat putusan pengadilan. 
Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak 
menjatuhkan pidana mati. Berdasarkan catatan berbagai Lembaga Hak 
Asasi Manusia Internasional, Indonesia termasuk salah satu negara yang 
yang masih menerapkan ancaman hukuman mati pada sistem hukum 
pidananya (Retentionist Country). Retentionist maksudnya de jure secara 
yuridis, de facto menurut fakta mengatur pidana mati untuk segala 
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kejahatan. Tercatat 71 negara yang termasuk dalam kelompok ini. Salah 
satu negara terbesar di dunia yang termasuk dalam retentionist country 
ini adalah Amerika Serikat. Dari 50 negara bagian, ada 38 negara bagian 
yang masih mempertahankan ancaman pidana mati. 
Padahal seperti diketahui, Amerika Serikat merupakan salah satu 
negara yang paling besar gaungnya dalam menyerukan perlindungan hak 
asasi manusia di dunia. Namun dalam kenyataannya masih tetap 
memberlakukan ancaman pidana mati, juga dalam hukum militernya. 
Hasil sejumlah studi tentang kejahatan tidak menunjukkan adanya 
korelasi antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan. 
Beberapa studi menunjukkan, mereka yang telah dipidana karena 
pembunuhan (juga yang berencana) lazimnya tidak melakukan 
kekerasan di penjara. 
Begitu pula setelah ke luar penjara mereka tidak lagi melakukan 
kekerasan atau kejahatan yang sama. Sebaliknya sejumlah ahli 
mengkritik, suatu perspektif hukum tidak dapat menjangkau hukum 
kerumitan kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan di mana korban 
bekerjasama dengan pelaku kejahatan, di mana individu adalah korban 
maupun pelaku kejahatan, dan dimana orang yang kelihatannya adalah 
korban dalam kenyataan adalah pelaku kejahatan.
9
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  Dicky Putra Arumawan, “Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif HAM”, Februari 
2015, hlm. 6 
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BAB IV 
ANALSIS KOMPARATIF PIDANA MATI DALAM PANDANGAN 
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 
 
A. Pidana Mati Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif 
1. Pidana Mati Dalam Pandangan Hukum Islam 
Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk tetap  melaksanakan 
pidana mati dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang No. 
2/PNPS/1964 yang menentukan pelaksanaan pidana mati dengan cara 
ditembak, memang menimbulkan rasa sakit yang melekat di dalam 
pelaksanaan pidana mati sebagai akibat putusan hakim yang sah. 
Meskipun terdapat tata cara lain dalam pelaksanaan pidana mati 
sebagaimana dikemukakan para Ahli yang dapat menimbulkan kematian 
lebih cepat dan tidak menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan, tetapi 
hal tersebut tidak berkaitan dengan konstitusionalitas undang-undang yang 
diuji, karena dengan cara apapun bila tidak dilakukan dengan tepat, akan 
menimbulkan rasa sakit, yang mengesankan sebagai penyiksaan. Lagi 
pula, sepanjang yang berhubungan dengan tembakan pengakhir karena 
kegagalan tembakan pertama tidak terdapat data-data yang membuktikan 
terjadinya kegagalan tersebut, sehingga Mahkamah harus 
mengesampingkan. 
Namun demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
seyogyanya dimanfaatkan dalam pencarian cara-cara pelaksanaan pidana 
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mati yang lebih manusiawi, cepat, dan tidak menimbulkan rasa sakit yang 
lama. Hal tersebut merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk 
melakukan pengkajian atas kemungkinan mengubah PENPRES No. 
2/PNPS/1964 Agar lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk 
tetap melaksanakan hukuman mati (termasuk tembak mati) telah sesuai 
dengan ajaran agama Islam dengan beberapa pertimbangan. 
Dalam hukum Islam, hukuman mati bisa ditemukan dalam tiga 
bentuk pemidanaan, yaitu qishas, hudud  dan ta’zir. 1  Dalam masalah 
qishash, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku pembunuhan yang 
disengaja atau direncanakan. Dalam masalah hudud, ancaman hukuman 
mati ditujukan bagi pelaku zina muhshan, hirabah, al-baghyu, dan riddah. 
Sedangkan dalam masalah ta’zir, ancaman hukuman mati ditujukan bagi 
pelaku kejahatan di luar qishash dan hudud yang oleh negara (penguasa) 
dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan 
masyarakat. 
Hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, 
semisal narkoba, terorisme dan korupsi, termasuk kategori hukuman ta’zir 
yang disebut dengan ‘al qatlu alsiyasi’, yaitu hukuman mati yang tidak 
diatur oleh al-Qur’an dan Sunnah, tapi diserahkan  kepada negara, baik 
pelaksanaan ataupun tatacara eksekusinya. Hukuman mati tersebut boleh 
                                                             
1
  Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarimah wa al-‘Uqubah fî al-Fiqh al-Islam,Juz III (Beirut: 
Dar al-Fikr, t.t), hlm. 109. 
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diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif 
menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. 
Adanya ancaman hukuman mati dalam Islam, pada hakikatnya 
bukanlah sarana utama untuk mengatur, menertibkan, atau melindungi 
masyarakat, tetapi lebih merupakan jalan hukum terakhir, seperti halnya 
amputasi dalam kedokteran yang sebenarnya bukan obat utama, tetapi 
sebuah pengecualian sebagai sarana pengobatan terakhir. 
Dengan demikian, ada kriteria-kriteria tertentu yang diatur dalam 
hukum Islam yang memungkinkan suatu tindak kejahatan tersebut dapat 
dijatuhi hukuman mati. 
Pertama, bahwa Islam mengenal hukuman mati, seperti dalam 
perkara hudud yaitu masalah perampokan (al-hirabah) dan murtad. 
Hukuman mati dalam konteks hukum pidana Islam merupakan bagian dari 
segi tempat dilakukannya hukuman yakni ‘uqubah badaniyah (hukuman 
badan), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia. 
Kedua, hukuman mati terhadap pelaku  kejahatan yang tidak 
termaktub dalam Alquran dan Hadis merupakan wilayah wewenang hakim 
dan pemerintah dalam mengambil kebijakan hukum. Hal inilah yang 
disebut dalam fikih siyasah sebagai ta’zar. Ta’zir adalah sebuah sanksi 
hukum yang diberlakukan oleh seorang pelaku qishash atau tindak pidana 
yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik berkaitan dengan hak 
Allah maupun hak manusia dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak 
masuk dalam kategori hudud dan kafarat. Oleh karena itu, hukuman ta’zir 
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tidak di tentukan secara langsung oleh Al-Quran dan Hadis maka jenis 
hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat,
2
 yang 
berfungsi sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dengan konsep ini 
sebenarnya menuntut bahwa seorang hakim harus bersikap bebas dan jujur 
dengan tujuan menegakkan keadilan dalam masyarakat atau ada 
fleksibilitas penentuan sanksi.
3
 
Dalam Islam, ada beberapa tujuan di berlakukannya sanksi ta’zir 
yaitu sebagai Preventif (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang 
belum melakukan qishash; Represif (membuat pelaku jera), dimaksudkan 
agar pelaku tidak mengulangi perbuatan qishash dikemudian hari; Kuratif 
(islah), ta’zir harus mampu membawa perbaikan perilaku ter pidana di 
kemudian hari; Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat merubah pola 
hidupnya ke arah yang lebih baik.
4
 
Para fuqaha juga memberikan gambaran hukuman mati bagi 
pelaku tindak pidana. Kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika 
kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan 
tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-
mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. 
Namun menurut sebagian fukaha yang lain dalam qishash ta’zir 
tidak ada hukuman mati. Di luar ta’zir hukuman mati hanya dikenakan 
                                                             
2
  M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 
147. 
3
  Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11. 
4
  M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta:  Amzah, 2013), hlm. 142. 
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terhadap perbuatan-perbuatan tertentu seperti zina, gangguan keamanan, 
riddah (murtad, keluar dari Islam), pemberontakan dan pembunuhan 
sengaja. 
Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanfah, dan Imam Ahmad 
dalam melaksana kan ta’zir, seorang penguasa tidak dikenakan hukuman 
atau ganti rugi apa bila ia menjatuhkan hukuman ta’zir atas seorang 
terhukum dan berakibat kematian,baik hukuman itu sendiri memang cukup 
menimbulkan kematian seperti hukuman mati,ataupun tidak cukup 
menimbulkan kematian seperti hukuman dera, tetapi pelaksanaannya 
menimbulkan kematian. Pendapat mereka didasarkan pertimbangan bahwa 
perbuatan terhukum telah mengharuskan adanya hukuman dan sekaligus 
pelaksanaan nya. 
Hukuman ta’zir wajib dilaksanakan untukmenjaga keselamatan 
anggota masyarakat dan ketertibannya.
5
 Selain pendapat tersebut, ulama 
Hanafiyah menyatakan bahwa hukuman mati sebagai ta’zir dapat 
diterapkan sebagaipertimbangan politik Negara dan berlakubagi pelaku 
qishash tertentu seperti sodomi atau pelecahan terhadap nabi Muhammad. 
Demikian juga orang yang berulang kali merampok, mencuri, dan lainnya. 
Kalangan Syafi’iyah menyataan bahwa hukuman mati sebagai 
ta’zir dapat diberlakukan terhadaporang yang mengajak orang lain untuk 
melakukan penyimpangan-penyimpangan agama yang bertentangan 
dengan Al-Quran dan Hadis. Ulama Syafi’iyah juga menyatakan bahwa 
                                                             
5
  Ahmad Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana  Islam Fikih Jinayah, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 115. 
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pelaku sodomi harus diganjar dengan hukuman mati sebagai ta’zir tanpa 
dibedakan pelaku sudah menikah atau belum. 
Kalangan Malikiyah menyatakan hawa hukuman mati sebagai 
ta’zir diperbolehkan sebagaimana hukuman mati bagi mata-mata Muslim 
tetapi memihak musuh. Dan kalangan Hanabilah menyatakan bahwa mata-
mata Muslim yang membocorkan rahasia kepada musuh boleh dihukum 
mati sebagai ta’zir. Pendapat ini sama dengan pendapat yang mengatakan  
bahwa pelaku bid’ah atau orang yang selalu  berbuat kerusakan juga boleh 
dihukum mati. 
Berdasarkan pemahaman ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa 
mayoritas fukaha sepakat bahwa tanggung jawab penuntutan kejahatan 
ta’zir berada di tangan negara karena tugas negaralah untuk memelihar 
tatanan dan kesejahteraan umum. Sama halnya dengan qishas, ta’zir juga 
berkaitan dengan hak-hak manusia sehingga korban ta’zir bisa meminta 
pemerintah untuk memaafkan pelaku, sehubungan dengan ini pemerintah 
bisa memilih untuk menghukum atau tidak menghukum pelaku. 
Mengingat sifatnya yang residual dan komprehensif, ta’zir bisa 
memberikan wewenang yang luas pada negara untuk menghukum segala 
jenis tindakan salah atau yang secara sosial dan politik dianggap 
mengganggu. 
Ketiga, hukuman mati (tembak mati) yang disetujui oleh 
Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tujuan dari syariat Islam (maqashia 
al-syari’ah)  yang bertujuan untuk ketertiban dan keharmonisan hidup. 
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Sebagaimana pernyataan al-Syatibi bahwa sanksi pidana disyariatkan 
untuk preventif dan  persuasif agar maqashid tidak terganggu (min  janib 
al-‘adam). 
Hasil yang telah diputuskan oleh hakim dan penguasa, merupakan 
bagian dari ijtihad. Dan ijtihad dalam merumuskan peraturan harus 
merujuk kepada prinsip jalb al-mashalih dan daf al-mafasid (mengambil 
maslahat dan menolak kemudaratan).
6
 Ijtihad perlu mempertimbangkan 
situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang 
diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat. 
2. Pidana Mati dalam Pandangan Hukum Positif 
Pada hakekatnya pidana marupakan perlindungan terhadap 
masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana 
diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana 
adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima 
kembali dalam  masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk 
memenuhi rasa keadilan.
 7
 
Di Indonesia pidana mati masih dicantumkan dalam Kitab Undang- 
Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang di luar KUHP juga  
masih merumuskan ancaman pidana mati dalam sanksi pidananya. Pasal-
pasal mengenai pidana mati di dalam seluruh KUHP sebenarnya 
merupakan  terjemahan dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-
                                                             
6
 A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu 
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 259. 
7
  Roeslan Saleh, 1978, Stesel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 17. 
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Indie yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda di Hindia-Belanda 
(Indonesia) sejak tahun 1918. Padahal, di Belanda sendiri pidana mati 
sudah dihapus sejak  tahun 1870. Dan setelah Indonesia memproklamirkan 
kemerdekaannya, melalui pasal II Aturan peralihan UUD 1945 pidana 
mati tetap dipertahankan  sampai kini, bahkan dalam rancangan KUHP 
yang baru juga masih dikenal  pidana mati, walaupun tidak disebutkan 
sebagai  salah satu pidana dalam  kelompok pidana pokok, melainkan 
dikategorikan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selau bersifat 
alternatif. 
Amandemen kedua UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa, 
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup 
dan kehidupannya.” 
Berikutnya UUD menyatakan, Hak untuk hidup, hak untuk tidak 
disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak 
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan 
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa 
pun. 
Mengacu pada kedua ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
pandangan tentang hak-hak individu yang dianut oleh Negara Kesatuan 
Republik Indonesia mengakui apa yang dikenal oleh para filsuf dengan 
“Hukum Kodrat”, sebagaimana dijelaskan di atas, yang menyatakan 
bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang 
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tidak dapat dirampas dan dikurang-kurang (non-derogable rights)oleh 
siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh 
negara, atas nama hukum, agama atau dalam situasi darurat.
8
 
Selanjutnya, inkonstitusional atau tidaknya pidana mati sebenarnya 
telah terjawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada Permohonan 
Pengujian materil  Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang 
Narkotika terhadap Undang-Undang  Dasar 1945 yang diajukan oleh 
empat terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya  berkenaan 
dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub di dalam Undang-
Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika. Berdasarkan  putusan 
Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman  
pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang 
Narkotika tidaklah  bertentangan dengan Konstitusi. Secara analogi dapat 
ditarik sebuah kesimpulan  bahwa pidana mati bukanlah suatu tindakan 
inkonstituional. 
Hanya saja berdasarkan putusan tersebut pembaharuan hukum 
pidana yang  berkaitan dengan pidana mati ke depan hendaknya 
memperhatikan sungguh sungguh  beberapa hal sebagai berikut:  
a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai 
pidana yang bersifat khusus dan alternatif;  
                                                             
8
  Ibid, hlm. 20 
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b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh 
tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan 
penjara seumur hidup atau selama 20 puluh tahun;  
c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum 
dewasa; 
d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang 
sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan 
dan terpidana mati yang sakit jiwa tersebut sembuh. 
Hukuman mati hanya dijatuhkan apabila terdapat unsur-unsur 
tertentu saja. Misalnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Hukuman mati hanya diterapkan apabila korupsi dilakukan 
dalam keadaan tertentu. Maksud daripada keadaan tertentu adalah apabila 
seseorang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara. Hal ini diatur dalam  Pasal 2 
ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang No. 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan 
ketentuan ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketentuan 
tertentu adalah pemberatan kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila 
tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya 
sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadinya 
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bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau 
pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 
hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, karena penerapan hukuman 
mati ditegakkan dalam rangka melindungi lembaga-lembaga kehidupan. 
Hidup ini merupakan hak asasi bagi setiap orang, maka negara atas nama 
hukum melindungi warganya dari peristiwa-peristiwa hukum yang 
merugikan masyarakatnya. Walaupun tidak sama pengakuan terhadap 
hukuman mati dengan hukum pidana Islam, hukum pidana Indonesia 
masih memberlakukan hukuman mati secara hati-hati dan dengan batasan-
batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang. 
B. Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pidana Mati 
Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) telah 
menetapkan  pidana yang telah termasuk dalam Pasal 10. Diatur dua pidana 
yaitu pidana  pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas lima jenis 
pidana dan  pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana;    
1. Pidana pokok meliputi :   
a. Pidana mati 
b. Pidana penjara 
c. Pidana kurungan 
d. Pidana denda 
e. Pidana tutupan   
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2. Pidana tambahan meliputi :   
a. Pencabutan beberapa hak tertentu    
b. Perampasan barang-barang tertentu   
c. Pengumuman putusan hakim 
Bahkan dalam jenis-jenis hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP 
secara eksplisit menentukan eksistensi hukuman mati sebagai pidana pokok. 
Dalam KUHP, pidana mati dimungkinkan atas beberapa kejahatan, di 
antaranya adalah : 
9
 
1. Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden)  
2. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau 
berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang)  
3. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang)  
4. Pasal 140 ayatt 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat 
yang direncanakan dan berakibat maut)  
5. Pasal 340 (pembunuhan berencana)  
6. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka 
berat atau mati)  
7. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka 
berat atau mati)  
8. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisirdan sungai yang mengakibatkan 
kematian). Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancamkan pidana 
mati bagi pelanggarnya. 
                                                             
9
  Pasal 10 KUHP tentang jenis-jenis hukuman pidana. 
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Peraturan-peraturan itu antara lain:  
a) Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang 
Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman 
hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan 
perlengkapan sandang pangan. 
b) Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang 
memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi. 
c) Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang 
senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. 
d) Pasal 13 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang 
pemberantasan kegiatan subversi. Pasal 23 Undang-Undang no. 31 T 
ahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom. 
e) Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahun 1976 tentang 
Narkotika. 
f) Undang-Undang No.4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan 
kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. 
Sedangkan dalam  jenis tindak pidana islam di tentukan sebagai 
berikut yaitu: 
1. Dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, Qishash dibagi menjadi 
tiga  yaitu Qishash Hudud, Qishash Qisas, Diyat, dan Qishash Ta’zir.  
2. Dilihat dari niat si pembuat dibagi menjadi dua, yaitu qishash sengaja dan  
qishash tidak sengaja.  
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3. Dilihat dari cara mengerjakannya, qishash dibagi menjadi qishash positif  
dan qishash negatif. 
4. Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat 
perbuatan, qishash dibagi menjadi qishash perseorangan dan qishash  
masyarakat. 
5. Dilihat dari tabiatnya yang khusus, qishash dibagi menjadi qishash biasa  
dan qishash politik. 
Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi berdasarkan 
tempatnya:  
1. Hukuman fisik (uqubah badaniyyah) yaitu hukuman yang ditujukan  
kepada jasad manusia, seperti hukuman mati, cambuk, dan penjara. 
2. Hukuman non-fisik, (uqubah nafsiyyah) yaitu hukuman yang ditujukan 
kepada jiwa manusia, seperti nasihat, hinaan dan ancaman. 
3. Hukuman materi (uqubah maaliyyah) yaitu hukuman yang dialamatkan 
kepada harta seseorang, seperti diyat, denda dan penyitaan.  
Namun demikian hukuman mati dalam islam hanya diberikan kepada 
empat pelaku, yaitu: 
1. Zina Muhshan 
2. Pembunuhan Sengaja 
3. Perampokan (Hirabah) 
4. Murtad (Riddah) 
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Dalam penjelasan tersebut dapat di lihat persamaan dan perbedaan dari 
jenis-jenis pemidanaan yang diatur dalam Hukum Pidana Positif Indonesia 
dengan Hukum Pidana Islam. 
1. Persamaan 
a. Dari segi aturan pidana 
Sama-sama mengatur pidana pokok, pidana pengganti, dan 
pidana tambahan.  
b. Dari segi ancaman pidana 
Sama-sama mengancamkan pidana dengan stelsel sanksi 
terhadap delik-delik tertentu baik secara tunggal, kumulatif, alternatif 
maupun alternatif-kumulatif.  
2. Perbedaan 
a. Dari segi macam-macam hukuman mati 
Dalam hukum positif maccam-macam hukuman mati 
diantaranya adalah :  
1) makar terhadap presiden dan wakil presiden 
2) membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika 
permusuhan itu dilakukan atau jadi perang 
3) membantu musuh waktu perang 
4) makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang 
direncanakan dan berakibat maut 
5) pembunuhan berencana 
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6) pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau 
mati 
7) pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau 
mati 
8) pembajakan di laut, pesisirdan sungai yang mengakibatkan 
kematian). Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancamkan 
pidana mati bagi pelanggarnya. 
Pada jenis pidana mati pada hukum pidana positif Indonesia 
tata cara pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak 
sampai mati oleh regu penembak. 
b. Dari segi jenis-jenis hukuman mati 
Dalam hukum positif hanya mengenal hukuman mati. 
Sedangkan hukuman mati pada fikih jinayah mempunyai variasi yang 
bermacam-macam, baik melalui perajaman, qishash (dengan pedang 
dan sebagainya) 
c. Dari segi pelaksanaan eksekusi pidana 
Pada jenis pidana mati pada hukum pidana positif Indonesia 
tata cara pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak 
sampai mati oleh regu penembak sedangkan Islam berbagai macam 
cara tergantung pidana yang di jatuhkan. 
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C. TABEL PERBANDINGAN HUKUMAN MATI 
Hukum Islam Hukum Positif 
Dalam penjatuhan hukuman mati 
sama juga melihat dari 
qishashnya di hukum Islam setiap 
perbuatan yang dilanggar di atur 
dalam Qishash Qisas, hudud, dan 
ta’zir. 
 
Dalam penjatuhan hukuman mati 
diliat dari delik-deliknya dan 
mengatur mengenai sanksi pidana 
mati, pidana penjara, pidana kurungan, 
pidana denda, pidana tambahan, 
pidana pengganti, pencabutan hak-hak 
tertentu, perampasan barang-barang 
tertentu, pengumuman putusan hakim. 
Eksekusi mati dengan tata cara 
pelaksanaan di hukum pancung, 
rajam. 
 Eksekusi mati dengan tata cara 
pelaksanaan ditembak mati. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari pembahasan dari bab-bab diatas maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Bahwa Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya 
dalam qishash (tindak pidana) hudud, qishas dan ta’zir dan Negara boleh 
melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu. 
Bahwa pidana mati masih tercantum  di dalam pasal 10 KUHP karena  
pemerintah Indonesia melalui politik hukum mendukung adanya pidana 
mati ini.  Masih dicantumkannya pidana mati baik di dalam KUHP 
maupun di luar KUHP  ditegaskan kembali oleh MK melalui putusannya 
UU NO. 21/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa penjatuhan pidana mati 
tidak bertentangan dengan konstitusi. 
2. Persamaan hukum Islam dan hukum positif terhadap pidana mati adalah 
sama-sama mengatur mengenai sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana 
denda, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, 
pengumuman putusan hakim, uang ganti kerugian, mengatur pidana 
pokok, pidana pengganti, dan pidana tambahan serta sama sama 
mempunyai delik-delik tertentu baik secara tunggal, kumulatif, alternatif 
maupun alternatif-kumulatif. Sedangkan perbedaanya adalah Pada jenis 
pidana mati pada hukum pidana positif Indonesia tata cara pelaksanaan 
pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati oleh regu 
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penembak sedangkan Islam berbagai macam cara tergantung pidana yang 
di jatuhkan. 
B. Saran 
Sangat dibutuhkan pengkajian mengenai konsep-konsep pidana dalam 
kerangkaaplikasi nilai-nilai Islami melalui forum- forum diskusi, seminar dan 
lainnya yang dapat memberi kontribusi terhadap pembaharuan hukum pidana;  
Perlu adanya model penghukuman berupa kerja sosial dan penyelesaian 
perkara diluar pengadilan (restorasi justice). 
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